KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ /& / SATPOL.PP & PK / 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN PENUNJUKKAN PETUGAS
KEBERSIHAN KANTOR PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kebersihan
dilingkungan kantar Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran diperlukan penunjukan Petugas
Kebersihan kantor untuk Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);



oy Vg Moo B Tl B0 fenvnge
Povggentivign Dencann (Lemibinn Neparn Republil
Indonentn Tuhon 2007 Nomaor GG, Tambshinn Lembaran
Negian Repablle fndonestne Moo A4'7°204),

gy Undongg Nomioe 26 Talin 2000 tentong Pelaynnan
Publile (Lembmrann Negarn Republile Indonesin: Tahoan 2000
Nomaor Y Tambabian Lembaran Negion Republile Indonesin
Nomor hoa),

Undomg undang Nomor 23 Tahun 2004 fentang Pemerintah
Daerah (Letibarann Negaen Republile Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negnran Republile Indonesia
Nomor Hhi'7), achapgatmnnn delah diubah ferakhir dengan
Undang undang Nomor 9 Tahan 20105 tentang Pemerintah
Daernh (Lembaran Negaren Republile Indonesia Tahun 2015
Nomor b8, Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesia

Nomor Ho'/9);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 (entang
Koordinant Kepintan Inatansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonenin tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 3373),

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penpelolnan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin  (nhun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Neparn Republik Indonesin Nomor 4578);

Peraturan  Pemerintah - Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Pembinann  dan Penpawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
(nhun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan  Pemerintah - Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah Propinsi dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);

3, Peraturan  Pemerintah  Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357),



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07
Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021
Tanggal 30 Desember 2021 Tentang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menunjuk Petugas Kebersihan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, yang
namanya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Petugas Kebersihan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai
berikut :

1. Membersihkan seluruh lingkungan dan ruangan kerja pada
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebaran
Kabupaten Pesisir Selatan setiap pagi,siang dan sore harinya.

2. Mejaga dan memelihara kebersihan peralatan kerja yang ada
pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Menjaga dan memelihara tanaman hias dan tanaman pelindung
di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh
pimpinan.

Kepada Petugas Kebersihan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
diberikan upah kerja sebesar, Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
Per Orang setiap bulannya.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan.



KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian har terdapat  kekeliruan  dalam
penctapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sehagnimana
mestinya.
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Tembusan disampaikan kepada Yih.
1. Hapnk Hupaln Pessar Selatan i Paonan,
2. Inspektur Dacrah Kabupaten Pesisie Selatan oi Painan,

X NPKPAD Kahbupaten Pesasie Selatan;
1. Yang hersangkutan.



KEPUTUSAN HKEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN :
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NOMOR : 332.1/ J8/ SATPOL.PP & PK /2022

TANGGAL : ¢ Mel 2022

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN PENUNJUKKAN
PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR PADA KANTOR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO NAMA JABATAN KET

Petugas Kebersihan pada
Kantor Satuan Paolisi Pamong

AGUSRA AFFANDRI Praja dan Pemadam Kebaran
Kabupaten Pesisir Selatan

Petugas Kebersihan pada Posko

M.HARRY NUZUL Pemadam Kebakaran Painan
Kabupaten Pesisir Selatan.
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